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ABSTRAK

CATATAN

bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun
2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang
wajib dilakukan upaya penanggulangan, berdasarkan Surat Edaran Menteri
Dalam Negeri Nomor 440/7183/S) tanggal 21 Desember 2021 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Varian Omicran
serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU
No. 24 Tahun 1956; UU No. 4 Tahun 1984; 24 Tahun 2007; UU No. 24 Tahun
2007; UU No. 36 Tahun 2009; UU NO. 25 Tahun 2009; sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014; sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30
Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.
6 Tahun 2028; PP No. 6 Tahun 2018; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 40 Tahun
1991; PP No. 88 Tahun 2019; Perpres No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 20
Tahun 2020

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk melaksanakan Penegakan
Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi Corona Virus Disease (COVID-19) di
Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

a. mewujudkan pengawasan di tempat penyelenggaraan kegiatan dan
pelayanan publik dengan pemanfaatan secara optimal Aplikasi
PeduliLindungi;

b. mengawasi dan mendeteksi pergerakan masyarakat di tempat
penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik;

c. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat
penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan publik; dan

d. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi penyelenggara tempat
kegiatan dan pelayanan publik yang tidak menggunakan Aplikasi
PeduliLindungi.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;

b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi Corona Virus Disease (Covid-19)

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

d. sanksi administratif.

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 April 2022,
ditetapkan 4 April 2022
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